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IKHTISAR EKSEKUTIF
 Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya
 guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result
 oriented governement), perlu adanya System Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan
 untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi
 System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan
 tahun anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Badan
 Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, wajib menyusun LKJIP. Selain itu,informasi dalam
 dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan
 dalam pelaksanaan tugas.
 Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang
 Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
 Kabupaten Boyolali. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, terdiri 1 orang
 Sekretaris, 6 Orang Kepala Bidang, dan 18 Orang Kepala Subbagian. Jumlah pegawai
 secara keseluruhan 76 orang PNS dan 11 orang Tenaga Kontrak.
 Pada tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali melaksanakan 7
 (tujuh) program dengan 58 ( lima puluh delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
 42.971.224.000,-. Seluruh program/kegiatan tersebut sesuai dengan Penetapan Kinerja
 perubahan Tahun 2018 untuk mencapai 1 (satu) Sasaran strategis, atau dengan kata lain
 seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah
 ditetapkan.
 Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan
 Penetapan Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1
 (satu) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah 100 %.
 Secara keseluruhan capaian kinerja 138 % (kategori sangat Baik).Sedangkan
 pembiayaan dari APBD Tahun 2018 berjumlah Rp. 42.971.224.000,- terealisasi Rp.
 39.994.629.526,- dengan penyerapan sebesar 93% atau efisiensi sebesar 7%.
 Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah
 Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi
 pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
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Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Keuangan Daerah lebih baik
 dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang
 tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara
 dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra,
 serta memanfaatkan secara nyata hasil Evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan
 pelaksanaan program/kegiatan.
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BAB I
 PENDAHULUAN
 1.1. Latar Belakang
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka
 meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih
 dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement).
 Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi
 Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit
 Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit
 kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh
 pimpinan instansi masing-masing.
 Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018,
 pemerintah daerah menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang
 berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
 instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam
 dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen
 yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU),
 RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana
 Kinerja Tahunan (RKT).
 Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi
 pemerintah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran strategis
 instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun
 anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :
 1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan
 Keuangan Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
 2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah ;
 3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Keuangan
 Daerah pada tahun berikutnya.
 Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan
 Keuangan Daerah antara lain :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
 Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah (SAKIP);
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3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,
 Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016 -
 2021;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran dan
 Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018;
 6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018.
 1.2. Gambaran Organisasi
 Gambaran umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari
 aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.
 1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
 Sedangkan kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan
 Keuangan Daerah sesuai Perbup 37 tahun 2016 tentang kedudukan Susunan organisasi
 Tugas dan Fugsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali , adalah
 mempuyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang urusan
 pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah .
 Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
 a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
 keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang
 keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi
 penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
 keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan Perundang-
 undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 1.2.2 Struktur Organisasi
 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan
 Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 dan Perbup No. 37 tahun 2016 tentang
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Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
 Kabupaten Boyolali .
 a. Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali terdiri dari :
 1 Kepala;
 2 Sekretariat;
 3 Bidang Pajak Daerah;
 4 Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah;
 5 Bidang Anggaran;
 6 Bidang Akuntansi dan Pembiayaan;
 7 Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
 8 Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
 b. Sekretariat sebagimana di maksud huruf a ( 2 ) terdiri dari :
 • Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 • Subbagian Keuangan; dan
 • Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 c. Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud huruf a ( 3 ) terdiri dari :
 • Subbidang Pelayanan;
 • Subbidang Pendapatan dan Penetapan; dan
 • Subbidang Penagihan.
 d. Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a (4) terdiri
 dari :
 • Subbidang Pengendalian Operasional Pendapatan; dan
 • Subbidang Dana Transfer dan Pendapatan lain-lain .
 e. Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a (5) terdiri dari :
 • Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 • Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah; dan
 • Subbidang Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.
 f. Bidang Akuntansi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf a (6) terdiri dari :
 • Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Keuangan; dan
 • Subbidang Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
 g. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud huruf
 a ( 7 ) terdiri dari :
 • Subbidang Perbendaharaan; dan
 • Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
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h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana di maksud pada huruf a ( 8 ) terdiri
 dari :
 • Subbidang Penatausahaan Aset Daerah;
 • Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
 • Subbidang Penghapusan dan Pemindatanganan Aset Daerah .
 i. Sekretariat sebagimana dimaksud pada huruf a ( 2 ) di pimpin oleh Sekretaris yang
 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 j. Bidang sebagaimana di maksud pada huruf a (3) sampai (8) di pimpin oleh Kepala
 Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .
 k. Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf b di pimpin oleh
 Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 l. Subbidang pada Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan h di
 pimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
 Kepala Bidang yang bersangkutan .
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BAB II
 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
 2.1 Rencana Strategis Organisasi
 Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali merupakan dokumen
 perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi dan misi, tujuan, sasaran,
 strategi dan kebijakan serta program yang disertai dengan indikator kinerja yang hendak
 dicapai sebagai sebuah gambaran komprehensif atas apa yang akan dilakukan Badan
 Keuangan Daerah selama periode 5 tahun mendatang.
 Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam Rencana
 Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali, maka dokumen
 perencanaan Badan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 perencanaan jangka menengah daerah tersebut terutama dalam pengejawantahan visi dan
 misi kepala daerah terpilih yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.
 Berdasarka hal tersebut merupakan sebuah landasan ekspektasi lembaga selama lima tahun
 ke depan, tidak terpisahkan dari penetapan visi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali 2016-
 2021 yaitu: “ PRO INVESTASI MEWUJUDKAN BOYOLALI YANG MAJU DAN LEBIH
 SEJAHTERA ”
 2.2 Perjanjian Kinerja
 Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2018 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan
 Keuangan Daerah 2018 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-
 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu)
 sasaran strategis sebagai berikut :
 1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
 Berikut Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018
 Perubahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Keuangan
 Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Perubahan :
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Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BKD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Perubahan :
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja outcome
 Uraian Target 1.
 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
 1. Peningkatan jumlah PAD
 2. Tingkat ketepatan waktu penetapan
 APBD 3. Prosentase laporan pertanggungjawaban
 keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu
 4. Jumlah Ranperda/Ranperbub Pertanggungjawaban APBD
 5. Penghapusan piutang dan aset daerah 6. Validasi Aset Daerah 7. Prosentase tertib administrasi gaji
 SKPKD 8. Prosentase Dana Transfer DBH (Pajak
 dan Retribusi) DAK, Bantuan Gubernur 9. Jumlah Kasus TPTGR 10. Opini Laporan Keuangan Daerah. 11. Pengendalian Kerugian Daerah 12. Bertambahnya PDA 13. Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan
 Keuangan Daerah
 10.24%
 100%
 100%
 1 Perda/Perbub
 100%
 100%
 100%
 100%
 5 Kasus
 WTP
 4.800
 Rp.305.438.524
 36
 Sumber : Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Perubahan
 Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan
 Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan
 anggaran sebesar Rp. 42.971.224.000,00 yang selengkapnya sebagaimana dokumen
 Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Perubahan
 (terlampir).
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BAB III
 AKUNTABILITAS KINERJA
 Akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah merupakan perwujudan kewajiban
 Badan Keuangan Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan
 pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah
 ditetapkan.Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 tergambar dalam tingkat
 pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program
 dan kebijakan yang ditetapkan.
 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau
 hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator
 keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah
 ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD
 minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah
 dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja
 Badan Keuangan Daerah Perubahan Tahun 2018.
 a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik)
 sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan
 masukan (input) yang digunakan.
 b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
 (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa
 dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
 Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
 realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.Pada tahun
 anggaran (APBD Kabupaten) 2018, Badan Keuangan Daerah telah melaksanakan berbagai
 kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu)
 sasaran strategis.Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :
 1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau
 semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan
 rumus :
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2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
 semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan
 rumus :
 Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan
 kategori sebagai berikut :
 a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
 b. 76% sampai 100% = Baik (B)
 c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
 d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)
 Capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sesuai dengan
 pengukuran kinerja Tahun 2018 disajikan dengan membandingkan antara target dan
 realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan
 tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan
 akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi
 penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/
 kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target
 kinerja.
 Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
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Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut:
 Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 2
 No. Indikator kinerja
 Satuan Akhir Tahun 2021
 Target RPJMD
 Tahun 2018
 Realisasi 2016
 Realisasi 2017
 Target 2018
 Realisasi 2018
 Capaian (%)
 Kategori
 1 Prosentase Peningkatan PAD
 % 11.50 10,449
 10.69
 10,72 10.24 12,72 124
 A
 2 Tingkat Ketepatan Waktu Penetapan APBD
 % 100 -
 100
 100 100 100
 100
 B
 3 Prosentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu
 % 100
 -
 100
 100 100 100
 100
 B
 4 Jumlah Ranperda/Ranperbub Pertanggungjawaban APBD
 Perda/Perbub
 100 -
 100
 100 1 1 100 B
 5 Penghapusan Piutang dan Aset Daerah
 % 100 -
 80
 80% 100 137
 137
 A
 6 Validasi Aset Daerah
 % 100 -
 100 100 100 100
 100 B
 7 Prosentase tertib administrasi gaji SKPKD
 % 100 -
 100
 100 100 100
 100
 B
 8 Prosentase dana transfer DBH (Pajak dan Retribusi) DAK, Bantuan Gubernur
 % -
 90
 100 100 100
 100 B
 9 Jumlah kasus TPTGR
 Kasus 100 - 1
 1 5 10 200 A
 10 Opini Laporan Keuangan Daerah
 WTP WTP WTP
 WTP
 WTP WTP WTP 100 B
 11 Pengendalian Kerugian Daerah
 Rp.
 - -
 -
 4.800 20.500 427 A
 12 Bertambahnya PAD
 Rp -
 - -
 - 305.438.524
 364.733.030 111
 A
 13 Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 % - -
 -
 - 36 100
 100 B
 Rata-rata 138.38
 Capaian kinerja meliputi 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara
 keseluruhan (rata-rata) 138,38 % (kategori sangat baik), terdiri dari 5 (lima) indikator
 dengan katagori sangat baik ( 38.46%), dan 8 ( delapan ) indikator dengan katagori baik (
 61.54%) .
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Berikut analisis capaian kinerja dari 13 Indikator per sasaran :
 1. Prosentase Peningkatan jumlah PAD
 a. Keberhasilan capaian indikator ini di karenakan :
 • Meningkatnya kesadaran wajib pajak.
 • Adanya tambahan obyek pajak baru.
 • Peningkatan Intensifikasi pemungutan/penagihan kepada wajib pajak.
 • Penilaian ulang NJOP PBB
 • Penggunaan aplikasi Pajak daerah online ( SIPAD )
 Adanya kendala / permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja
 yaitu :
 • Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak untuk melakukan
 transaksi pembayaran pajak secara mandiri ( masih tergantung petugas
 pungut )
 • Hilangnya beberapa obyek retribusi
 • Keterlambatan pembayaran dari BPJS
 Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian
 target kinerja adalah :
 -. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak lebih di tingkatkan lagi .
 b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
 • Sudah adanya SIMDA Pendapatan ( SIPAD ) yang menunjang efisiensi
 penggunaan sumber daya manusia dengan asumsi terdapat pegawai
 pengelola pajak sejumlah 13 ASN dan 5 Customer service untuk melayani
 kurang lebih 600.000 Obyek pajak dengan 10 Jenis pajak se- Kabupaten
 Boyolali.
 c. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan
 Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program :
 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan
 kegiatan :
 • Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah dengan
 bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pendataan, Penetapan, dan
 Penagihan Pajak;
 • Intensifikasi pajak daerah, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu
 Pendataan obyek pajak, Pengadaan outsourching, intensifikasi melalui
 penagihan langsung kepada wajib pajak;
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• Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB, denganbentuk kegiatan yang
 dilaksanakan yaitu cetak SPPT, Publikasi kepada masyarakat;
 • Intensifikasi pendapatan lain-lain, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan
 yaitu Rakor dan Rekonsiliasi dengan OPD penerima Dana;
 • Pemeliharaan data PBB dan BPHTB, dengan bentuk kegiatan yang
 dilaksanakan adalah maintenance apliksi SIPAD;
 • Peningkatan pelayanan publik bidang PBB dan BPHTB, dengan bentuk
 kegiatan yang dilaksanakan yaitu monitoring PBB dan BPHTB, Pemberian
 hadiah kepada wajib pajak, Pemberian hadiah kepada petugas pungut,
 Pemberian honor penyampaian SPPT, Penyelenggaraan undian hadiah PBB;
 • Pengendalian operasional pendapatan daerah, dengan bentuk kegiatan yang
 dilaksanakan yaitu Rapat Koordinasi dengan OPD penerima Dana.
 2. Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD
 a. Keberhasilan capaian indikator ini di karenakan :
 • Komitmen seluruh elemen yang terkait terhadap jadwal proses
 penyusunan yang telah di tetapkan,
 • Koordinasi yang baik dengan semua jajaran OPD terkait.
 • Adanya kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif.
 • Koordinasi yang baik dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi.
 b. Efisiensi penggunaan Sumber daya
 Sudah adanya sistem aplikasi yang online, dan koordinasi lewat media sosial
 yang memungkinkan OPD ataupun Kecamatan yang jauh bisa lebih efisiensi
 sumber daya, sehingga ketika timbul suatu permasalahan bisa di selesaikan
 terlebih dahulu, di karenakan wilayah Kabupaten Boyolali yang cukup luas.
 c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah
 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan
 kegiatan berupa penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
 APBD yang didalamnya terdapat kegiatan penyusunan RKA, Rapat – rapat TAPD,
 Rapat Badan Anggaran , Evaluasi RAPBD di tingkat Gubernur, dengan produk
 yang di hasilkan berupa Perda Penjabaran APBD, DPA, dan terbitnya Surat
 Penyediaan Dana ( SPD ) bagi OPD. Untuk tahun 2018 kegiatan ini tersedia
 anggaran Rp. 411.252.000,- terealisasi Rp. 368.892.107,- atau 90% dengan
 efisiensi 10%
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3. Prosentase Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang akuntabel
 dan tepat waktu
 a. Keberhasilan capaian indikator ini adalah peningkatan SDM baik secara kualitas
 maupun kuantitas terhadap pemahaman tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
 dan Sistem akuntansi serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya. Hambatan
 / permasalahan yang di hadapi dalam mencapai target kinerja adalah kurangnya
 SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. Alternatif solusi yang dilakukan untuk
 menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan
 melaksanakan sosialisasi/ bimbingan teknis tentang Peraturan Perundang-
 undangan terkait pengelolaan keuangan .
 b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
 • Dengan melakukan pemangkasan anggaran belanja pada anggaran
 perubahan sesuai dengan skala prioritas, pemanfaatan SDM sesuai
 dengan basic pengetahuannya dengan bidang tugas;
 • Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 38.107.000,- dapat di
 realisasikan Rp. 23.995.030,- sehingga terdapat efisiensi sebesar 37.03%
 c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
 Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan dan
 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan bentuk kegiatan :
 • Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan
 bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Maintenance SIMDA,
 Upgrade SIMDA ke dalam Versi Terbaru, Pendampingan BPKP terkait
 Laporan Keuangan;
 • Bimbingan teknis Peraturan Perundang-Undangan, dengan bentuk
 kegiatan yaitu sosialisasi / bimbingan teknis tentang peraturan perundang-
 undangan terkait pengelolaan keuangan .
 • Penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila
 ada Revisi Kebijakan Akuntansi / Penyesuaian terhadap aturan aturan
 yang baru.
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4. Jumlah Ranperda/Ranperbup Pertanggungjawaban APBD
 a. Keberhasilan capaian indikator ini di sebabkan karena mutlak/wajib bagi
 pemerintah untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (Eksekutif)
 tentang Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya kepada rakyat (DPRD/ Legislatif) .
 Hambatan / permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah
 terlambatnya informasi/ laporan dari OPD/BUMD terkait Laporan Keuangan
 Pemerintah Daerah , karena ketersediaan sumber daya OPD/BUMD terkait yang
 kurang memadai . Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala
 dalam pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada
 petugas OPD/BUMD terkait tentang mekanisme pelaporan Keuangan Daerah .
 b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
 Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melaksanakan pemangkasan
 anggaran belanja pada anggaran perubahan sesuai dengan skala prioritas,
 meningkatkan profesionalisme petugas yang menangani laporan OPD / BUMD
 terkait agar laporan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah di tentukan .
 Menggunakan anggaran sebesar Rp. 308.908.000,- dapat di realisasikan sebesar
 Rp. 254.568.871,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 17,59 %
 c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan
 Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan dan
 pengembangan pengelolaan keuangan ‘daerah dan kegiatan penyusunan
 Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD dengan bentuk kegiatan yang
 dilaksanakan adalah verifikasi / klarifikasi, rekonsiliasi kepada OPD / BUMD
 terkait.
 5. Penghapusan piutang dan aset daerah tahun 2018
 a. Keberhasilan capaian pada kegiatan ini di sebabkan karena :
 Rencana penghapusan aset pada tahun 2018 sebesar Rp. 13.582.887.826,-
 Realisasi penghapusan aset pada tahun 2018 sebesar Rp. 18.668.275.826,-
 Keberhasilan pencapaian indikator tersebut di sebabkan karena
 • Adanya komitmen dari pihak terkait untuk segera melaksanakan
 penghapusan terhadap barang milik daerah ( Aset ) yang kondisiya rusak
 berat.
 • Adanya dasar hukum yang jelas yang mengatur tentang penghapusan aset
 yaitu Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
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Barang Milik Daerah dan Perda Kabupaten Boyolali No. 2 tahun 2018
 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 • Adanya SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghapusan aset
 daerah.
 • Kesiapan data barang ( Aset ) yang akan dihapuskan
 • Kelancaran koordinasi Tim penghapusan aset daerah .
 Realisasi Penghapusan Piutang :
 PBB ( Revisi ) : Rp. 562.519.320,-
 Pajak gol. C : Rp. 41.434.400,-
 Retribusi tempat olah raga : Rp. 7.782.000,-
 Jumlah Rp. 611.735.720,-
 Adapun hambatan / permasalah yang di hadapi adalah Perangkat
 Daerah selaku pengguna barang tidak segera mengusulkan
 penghapusan barang milik daerah yang kondisinya sudah rusak berat.
 Solusi yang di laksanakan dalam menghadapi permasalahan diatas
 dengan Koordinasi dan membuat surat edaran kepada OPD terkait
 Usulan penghapusan Aset Daerah.
 b. Efisiensi penggunaan sumber daya :
 Efisiensi dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar
 benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi
 penggunaan anggaran, hingga terdapat efisiensi anggaran dari rencana sebesar
 Rp. 128.233.400,- terealisasi sebesar Rp. 61.255.650,- sehingga terdapat efisiensi
 anggaran sebesar 52.23 %
 c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator
 Yaitu Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
 dengan kegiatan penghapusan dan pemindah tanganan aset daerah. Kegiatan
 yang dilaksanakan berupa penghapusan barang milik daerah berupa peralatan
 kantor yang rusak berat, penghapusan barang milik daerah yang hilang,
 penghapusan kendaraan dan penghapusan kendaraan dinas yang sudah rusak
 berat/ tidak layak pakai, penghapusan gedung/bangunan yang telah di bongkar.
 6. Validasi Aset daerah ( Sensus Barang Milik Daerah )
 a. Keberhasilan capaian indikator ini ditunjang dana dukungan dari semua pihak,
 sehingga dapat terselenggara inventarisasi barang milik daerah setiap lima tahun
 sekali guna terwujudnya tertib administrasi pengelolaan asset, Untuk melakukan
 perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan , pencatatan data dan
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pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi
 disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat
 kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga
 mendapatkan data yang lebih akurat dan Up to date.
 Hambatan/ permasalah yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah
 kurang di pahaminya ketentuan, peraturan maupun pelaksanaan terkait Sensus
 Barang Milik Daerah oleh Pengurus barang/ Penyimpan barang bahkan Kepala
 OPD/UPT.
 Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian
 target kinerja adalah perlu adanya keterlibatan para pemangku kebijakan dalam
 hal pengawasan terhadap pengurus barang untuk lebih meningkatkan dalam
 melakukan administrasi inventarisasi barang sehingga pengelolaan barang milik
 daerah lebih baik dan perlu di adakan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis
 bagi pengurus dan penyimpan barang dengan mengundang kepala OPD / UPT
 untuk meningkatkan komitmen, pemahaman dan kapasitas dalam melakukan
 pengelolaan BMD.
 b. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya
 • Bahwa kegiatan Sensus BMD dilaksanakan dengan menggunakan
 anggaran untuk kegiatan yang benar – benar berpengaruh dalam
 pencapaian target kinerja yang maksimal;
 • Menggunakan anggaran sebesar Rp. 478.813.750,- di gunakan sebesar
 Rp. 224.958.738,- sehingga terdapat efisiensi 53,02 % .
 c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan
 • Dilaksanakan pada program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan
 keuangan daerah dengan kegiatan Peningkatan manajemen Aset / barang
 milik daerah yaitu melaksanakan sensus BMD ke OPD / UPT di seluruh
 wilayah Kabupaten Boyolali.
 • Kegiatan Penatausahaan Barang milik daerah dengan melaksanakan
 Rapat koordinasi pengurus dan Penyimpan barang sekurang kurangnya
 dua kali dalam satu tahun dan melaksanakan Rekonsiliasi dengan OPD
 terkait Barang Milik Daerah.
 • Sensus barang milik daerah dilaksanakan untuk memperoleh data seluruh
 kekayaan dalam bentuk barang milik Pemerintah Kabupaten Boyolali
 dengan memperhatikan :
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• Azas Komprehensifitas, yaitu adanya kesatuan kegiatan yang sama pada
 seluruh OPD/ Unit kerja/Sub unit kerja se- Kabupaten Boyolali untuk
 melaksanakan pendataan selengkap-lengkapnya terhadap seluruh asset
 yang dikuasainya baik digunakan langsung oleh OPD maupun
 dimanfaatkan oleh pihak lain.
 • Asas Fleksibilitas, yaitu bahwa pendataan dilaksanakan secara sederhana,
 mudah dan tidak rumit namun dapat menyajikan semua data barang yang
 diperlukan.
 • Asas Efisiensi, yaitu bahwa data yang di perlukan dapat diperoleh secara
 lengkap serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan dengan
 memanfaatkan bahan, peralatan , waktu, tenaga, dan biaya yang tersedia.
 • Asas Kontinuitas, yaitu bahwa data yang diperoleh cukup memadai untuk
 dijadikan sebagai dasar manajeman asset dan dapat di pergunakan secara
 berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,
 penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian,
 pemberdayaan / pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah .
 7. Prosentase tertib administrasi gaji SKPKD
 a. Keberhasilan capaian indikator ini :
 Kesiapan anggaran di masing masing SKPD
 Kesiapan data / syarat – syarat pendukung entry / validasi gaji.
 Permasalahan yang di hadapi adalah :
 Keterlambatan SK sehingga proses mutasi/ data perubahan gaji terlambat .
 Solusi untuk menyelesaikan permasalah tersebut adalah koordinasi dengan OPD
 terkait keterlambatan SK dan di mintakan kekurangan gaji pada bulan berikutnya.
 b. Efisiensi penggunaan sumber daya :
 • Dengan adanya rapat koordinasi bendahara gaji bersama dengan Badan
 Keuangan Daerah, Taspen, BPJS dan sudah adanya sistem aplikasi gaji
 online yang terintegrasi.
 • Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 99.635.000,- terealisasi sebesar
 Rp. 83.526.292,- atau sebesar 84% dan 16 % efisiensi anggaran.
 c. Program /kegiatan penunjang keberhasilan indikator ini adalah program
 peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan
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Pengembangan pengelolaan gaji, bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu
 Koordinasi dengan PT. Taspen terkait dengan aplikasi SIM Gaji Taspen dan IWP
 Taspen, Koordinasi dengan BPJS terkait dengan IWP BPJS Kesehatan.
 8. Prosentase dana transfer DBH (Pajak dan retribusi ) DAK dan Bantuan
 Gubernur
 DBH Propinsi terealisasi 100% Bantuan Gubernur 100% dan DBH Pusat terealisasi
 100%
 DAK Fisik 100% keuangan 98% di karenakan telah sesuai dengan kebutuhan.
 a. Keberhasilan capaian indikator ini di karenakan
 Kerjasama dengan instansi terkait ( DJPK, KPPN, OPD penerima / Pengelola )
 Laporan hasil kegiatan tahun lalu tepat waktu, Adanya rapat koordinasi secara
 berkala dan rutin.
 Hambatan yang di hadapi adalah Penyerapan dana di OPD yang cenderung
 lambat. Solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan yaitu dengan
 mengadakan rakor percepatan penyerapan anggaran, Menggunakan sistem
 jemput bola yaitu dengan berinisiatif datang ke OPD untuk berkoordinasi terkait
 percepatan penyerapan anggaran.
 b. Efisiensi penggunaan sumber daya :
 • Dengan adanya konsolidasi dengan instansi terkait;
 • Dengan menggunakan anggaran Rp. 78.502.000,- dan terealisasi sebesar
 Rp. 73.382.300,- sebesar 93 % atau terdapat efisiensi anggaran sebesar
 7% .
 c. Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah program
 peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan
 Intensifikasi pendapatan lain-lain, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan
 yaitu rekonsiliasi dan rakor percepatan penyerapan anggaran .
 9. Jumlah kasus TPTGR
 a. Indikator terselesaikannya kasus TPTGR, dengan target 5 kasus dalam tahun
 2018 terlaksana kas 10 kasus, indikator ini tercapai karena banyaknya informasi
 kasus kerugian daerah sehingga Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)
 dapat segera menyelesaikan kasus yang terjadi. Dan kesadaran dari pihak pihak
 yang terkena kasus untuk segera menyelesaikannya.
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b. Efektifitas penggunaan sumber daya pada indikator ini antara lain :
 • Efisiensi penggunaan sumber daya akan sangat tergantung pada jumlah
 kasus yang ditangani, jika kasus yang di tangani banyak sumberdaya yang
 dibutuhkan cenderung meningkat;
 • Menggunakan total anggaran untuk mencapai indikator ini dengan
 anggaran sebesar Rp. 21.350.000,- dapat di realisasikan sebesar
 Rp.15.788.230,- sehingga terdapat efisiensi sebesar 26,05 %.
 c. Program Pengendalian Kerugian daerah dari indikator kegiatan penyelesaian
 tuntutan perbendaharaan TPTGR ini mencapai target 100%, melalui program
 pengendalian kerugian daerah dengan kegiatan Penyelesaian Tuntutan
 Perbendaharaan TPTGR, adapun bentuk aktifitasnya yaitu verifikasi / klarifikasi ke
 lokasi OPD yang terjadi kasus kerugian daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian
 Daerah .
 10. Opini Laporan Keuangan Daerah
 a. Keberhasilan capaian indikator ini terwujud karena :
 • Sistem pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu dengan memperoleh
 opini WTP
 • Laporan pertanggungjawaban yang disusun telah sesuai dengan
 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standart akuntansi
 Pemerintah dan Peraturan menteri dalam negeri No. 64 tahun 2013
 tentang penerapan standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
 (Sesuai peraturan Perundang-Undangan )
 • Agenda pembahasan ranperda pertanggungjawaban APBD dari proses
 sampai evaluasi Gubernur yang tepat waktu .
 • Laporan keuangan khususnya asset di laksanakan sesuai dengan
 kebijakan Akuntansi yang telah disusun.
 • Laporan pertanggungjawaban keuangan ke Departemen Keuangan dan
 Departemen Dalam negeri sesuai jadwal yang sudah di tentukan ( Tepat
 waktu )
 Adapun hambatan / permasalahan yang di hadapi dalam mencapai target
 kinerja adalah : Keterlambatan informasi / laporan keuangan dari OPD .
 Solusi dalam menyelesaikan permasalahan yaitu dengan koordinasi
 dengan OPD terkait ketepatan waktu dalam penyampaian laporan
 keuangan OPD.
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b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
 • Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan pemangkasan
 anggaran belanja pada anggaran perubahan sesuai dengan skala prioritas,
 meningkatkan profesionalitas petugas pelaporan / bendahara.
 • Menggunakan anggaran sebesar Rp. 45.026.000,- dapat di realisasikan
 sebesar Rp. 33.370.030,- sehingga terdapat efisiensi sebesar 26% .
 c. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan
 Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program peningkatan dan
 pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan .Dengan bentuk
 kegiatan :
 • Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran, dengan kegiatan
 yang dilaksanakan adalah melaksanakan verifikasi / klarifikasi,
 intensifikasi, dan rekonsiliasi data dan laporan terhadap OPD.
 • Penyusunan Perkembangan Laporan realisasi anggaran berkala, dengan
 bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu menyusun laporan bulanan,
 triwulanan.
 11. Pengendalian Kerugian Daerah
 a. Keberhasilan capaian indikator ini di sebabkan karena cepat/banyaknya informasi
 kasus kerugian daerah sehingga Tim Penyelesaian Kerugian Daerah ( TPKD )
 dapat segera menyelesaikan kasus yang terjadi. Hambatan / permasalahan yang
 dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah terlambatnya informasi/ laporan
 dari OPD tentang kasus kerugian daerah yang terjadi atau bahkan terdapat kasus
 yang tidak terlaporkan, karena OPD tidak tahu mekanisme pelaporan kasus
 kerugian daerah. Namun perlu di ketahui bahwa keberhasilan capaian indikator
 yang tinggi, sangat kontradiksi atau berbanding terbalik dengan tingkat keamanan
 aset barang milik daerah yang rendah. Alternatif solusi yang di lakukan untuk
 menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja dengan sosialisasi kepada
 OPD tentang mekanisme pelaporan kasus kerugian daerah.
 b. Analisis efisiensi sumber daya
 • Efisiensi penggunaan sumber daya akan sangat tergantung pada jumlah
 kasus yang tertangani, semakin banyak kasus sumber daya yang
 dibutuhkan juga meningkat;
 • Menggunakan anggaran sebesar Rp. 21.350.000,- terealisasi sebesar Rp.
 15.788.230,- sehingga terdapat efisiensi sebesar 26.05% .
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c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan.
 Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan Program Pengendalian
 Kerugian Daerah dengan kegiatan Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan
 TPTGR dan bentuk kegiatan yaitu Verifikasi/ klarifikasi ke lokasi OPD yang terjadi
 kasus kerugian daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah .
 12. Bertambahnya PAD
 a. Keberhasilan capaian indikator ini ditunjang oleh :
 • Peningkatan kinerja ASN dalam upaya mencapai target pendapatan pajak
 / retribusi
 • Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi
 • Bertambahnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak dan
 retribusi
 • Adanya aplikasi SIPAD yang memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk
 membayar pajak.
 • Adanya peraturan yang jelas untuk menarik pendapatan daerah.
 • Bertambahnya obyek pajak baru.
 Hambatan / permasalahan yang di hadapi dalam mencapai target kinerja adalah
 • Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar
 pajak.
 • Jumlah obyek pajak / retribusi yang berkurang ( usaha tutup )
 • Masih adanya obyek pajak yang belum tergali.
 Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian
 target kinerja adalah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi
 penerimaan pajak, Peningkatan sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak.
 b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
 Efisiensi dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar
 benar berpengaruh terhadap capaian target, skala prioritas dalam menggunakan
 anggaran sehingga lebih efektif dan efisien.
 Menggunakan anggaran sebesar Rp. 75.153.000,- di gunakan sebesar
 Rp.59.004.080,- sehingga terdapat efisiensi sebesar 21,49 %
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c. Analisis program / kegiatan yang menjunjang keberhasilan dari indikator ini adalah
 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
 • Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan
 daerah dengan melaksanakan sosialisasi dana bagi hasil pajak dan
 retribusi kepada Desa.
 • Kegiatan Pengendalian operasional pendapatan daerah dengan
 melaksanakan rakor dengan OPD Penerima Pendapatan dengan tujuan
 peningkatan dalam pencapaian Target PAD.
 13. Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 a. Keberhasilan capaian indikator ini ditunjang oleh :
 • Laporan realisasi kegiatan dari OPD ( hardcopy/ E-Laporan ) online
 sehingga mempersingkat waktu.
 • Laporan realisasi anggaran lewat Simda online
 • Koordinasi dengan OPD tentang APBD sehingga memimalisir
 permasalahan yang terjadi .
 Hambatan/permasalahan yang di hadapi dalam mencapai target indikator ini
 • Adanya OPD yang tidak lengkap, terlambat atau bahkan tidak
 mengirimkan laporan baik hardcopy maupun melalui E-Laporan.
 • Adanya Pergeseran APBD , perubahan Standar Harga, Perubahan
 peraturan tentang pengelolaan Keuangan Daerah .
 Solusi terhadap permasalahan yang terjadi dengan
 melaksanakankoordinasi dengan OPD terkait ketepatan waktu dalam
 pelaporan dan Membuat jawaban surat permohonan pergeseran anggaran
 APBD, Membuat Perbup perubahan Standar Harga, membuat perbup
 perubahan tentang pengelolaan keuangan daerah .
 b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
 • Dengan menggunakan Simda dan E-Laporan mempercepat kegiatan
 evaluasi pengelolaan Keuangan Daerah.
 • Pengembangan Aplikasi yang sudah berjalan sehingga sesuai dengan
 kebutuhan.
 • Menggunakan anggaran sebesar Rp. 18.141.250,- terealisasi Rp.
 11.862.496,- sehingga terdapat efisiensi sebesar 34.55 % .
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c. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan
 Melaksanakan program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan
 daerah dengan kegiatan antara lain penyusunan Sistem dan Prosedur Keuangan
 Daerah, Penyusunan Standar harga, Penyusunan analisa standar belanja ,
 Sinkronisasi Peraturan Pemerintah ( Permendagri ) dengan peraturan Bupati,
 Pembuatan Perbup tentang peraturan pengelolaan keuangan Daerah
 .
 Berdasar uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per sasaran :
 Tabel 3.2 Capaian Kinerja per Sasaran
 No. Sasaran
 Capaian
 Kinerja
 2018
 (%)
 Tingkat
 Keberhasilan
 1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang
 akuntabel
 138,38 % Baik
 3.2 Realisasi Anggaran
 Alokasi dan realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali pada
 tahun 2018 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD
 Tahun 2018 berjumlah Rp 42.971.224.000,- terealisasi Rp. 39.994.629.526,- dengan
 penyerapan sebesar 93% atau efisiensi sebesar 7%.
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Tabel 3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran
 Sasaran/program/kegiatan
 Anggaran 2018
 Realisasi 2018
 % Koordinator
 1 2 6
 1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 1.1 Penyediaan Jasa Surat menyurat
 9.405.000,- 5.194.000 55%
 Sekretariat
 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 650.938.000,- 610.180.686,- 94%
 Sekretariat
 1.6
 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 137.273.000,- 116.768.845,- 85%
 Sekretariat
 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
 589.500.000,- 71.932.279,- 12%
 Sekretariat
 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 44.150.000,- 16.270.370,- 16% Sekretariat
 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 92.967.000,- 92.923.125,- 100%
 Sekretariat
 1.10 Penyediaan alat tulis kantor
 95.249.000,- 72.944.700,- 77% Sekretariat
 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 39.900.000,- 14.066.500,- 35%
 Sekretariat
 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik atau telepon
 8.550.000,- 8.386.650,- 98%
 Sekretariat
 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 841.799.000,- 701.978.873,- 83%
 Sekretariat
 1.14 Penyediaan peralatan Rumah tangga
 14.750.000,- 14.049.500,- 95%
 Sekretariat
 1.15
 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 10.070.000,- 8.810.000,- 88%
 Sekretariat
 1.16 Penyediaan bahan logistik kantor
 145.989.000,- 127.504.415,- 87% Sekretariat
 1.17 Penyediaan makanan dan minuman
 120.250.000,- 50.152.000,- 42%
 Sekretariat
 1.18
 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 231.376.000,- 218.433.438,- 94%
 Sekretariat
 1.19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran
 237.800.000,- 223.589.885,- 94%
 Sekretariat
 2
 Program peningkatan sarana dan
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Sasaran/program/kegiatan
 Anggaran 2018
 Realisasi 2018
 % Koordinator
 1 2 6
 prasarana aparatur
 2.5 Pengadaan kendaraan dinas/Operasional
 5.106.700.000,- 4.705.761.300,- 92%
 Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 2.10 Pengadaan mebeleur
 264.159.000,- 258.726.629,- 98% Sekretariat
 2.11 Pengadaan tanah 26.653.680.000,- 26.637.638.000,- 100%
 Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 2.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 604.024.000,- 543.363.859,- 90%
 Sekretariat
 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
 4.250.000,- 3.260.000,- 77%
 Sekretariat
 6
 Program Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan
 6.1
 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
 44.407.000,-
 12.504.000,- 28%
 Sekretariat
 6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 14.350.000,- 13.025.730,- 91%
 Bid. Akuntansi & Pembiayaan
 6.5
 Penyusunan perkembangan laporan Realisasi Anggaran berkala
 30.676.000,- 20.344.300,- 66%
 Bid. Akuntansi & Pembiayaan
 15 Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah
 15.1 Penyusunan analisis standar belanja
 56.500.000,- 45.290.000,- 80% Bidang anggaran
 15.2 Penyusunan standar satuan harga
 29.353.000,- 21.527.500,- 73% Bidang Anggaran
 15.4
 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah
 31.750.000,- 16.716.176,- 53%
 Bidang Anggaran
 15.6
 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
 411.252.000,- 368.892.107,- 90%
 Bidang Anggaran
 15.10
 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 308.908.000,- 254.568.871,- 82%
 Bidang Akuntansi dan Pembiayaan
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Sasaran/program/kegiatan
 Anggaran 2018
 Realisasi 2018
 % Koordinator
 1 2 6
 15.13
 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
 34.647.000,- 22.495.030,- 65%
 Bidang Anggaran & Bidang Perbendaharaan
 15.14
 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
 41.360.000,- 25.096.380,- 61%
 Bidang Anggaran & Bidang Perbendaharaan
 15.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
 413.753.750,- 219.822.738,- 53%
 Bidang Pengelolaan aset Daerah
 15.17 Peningkatan manajemen investasi daerah
 5.505.000,- 4.241.750,- 77%
 Bidang Akuntansi Dan pembiayaan
 15.18 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
 700.000.000,- 569.113.000,- 81% Bidang Pengelolaan aset Daerah
 15.19
 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 49.642.000,- 46.842.830,- 94%
 Bid. Pajak Daerah
 15.20 Intensifikasi pajak Daerah
 584.964.000,- 403.032.503,- 69% Bid. Pajak Daerah
 15.22 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
 570.000.000,- 389.352.000,- 68%
 Bidang Pajak Daerah
 15.23 Intensifikasi pendapatan lain-lain
 78.502.000,- 72.542.300,- 92% Bid. Pajak Daerah
 15.24
 Koordinasi dan Rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah
 12.436.000,- 9.828.500,- 79%
 Bid. Akuntansi & Pembiayaan
 15.26
 Perencanaan & Pengelolaan Administrasi barang milik daerah
 17.005.000,- 2.825.000,- 17 %
 Bid. Pengelolaan Aset Daerah
 15.28 Penatausahaan barang milik Daerah
 65.060.000,- 30.744.500,- 47% Bid. Pengelolaan Aset Daerah
 15.29 Pemanfaatan barang milik daerah
 21.911.750,- 5.136.000,- 23% Bid. Pengelolaan Aset Daerah
 15.30 Pengamanan dan pemeliharaan Aset Daerah
 362.345.250,- 331.833.775,- 92%
 Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 15.31 Penghapusan dan pemindah Tanganan Aset Daerah
 128.233.400,- 61.255.650,- 48%
 Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 15.32
 Penyusunan surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah
 5.197.000,- 3.161.000,- 61%
 Bidang Anggaran
 15.33 Pengendalian pengeluaran keuangan Daerah
 128.180.000,- 108.535.000,- 85%
 Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah & Bidang Perbendaharaan
 15.34 Penyelengaraan rapat koordinasi Pengelola keuangan
 24.500.000,- 22.585.000,- 92%
 Bidang Perbendaharaan
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Sasaran/program/kegiatan
 Anggaran 2018
 Realisasi 2018
 % Koordinator
 1 2 6
 daerah
 15.35 Pengendalian Operasional Pendapatan Daerah
 25.511.000,- 12.161.250,- 48%
 Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
 15.36 Pengelolaan Kas Daerah
 19.030.000,- 17.658.000,- 93%
 Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah
 15.39 Peningkatan pengelolaan Dana bantuan Daerah
 51.470.000,- 31.981.000,- 62%
 Bidang Anggaran
 15.42 Pemeliharaan data PBB dan BPHTB
 395.000.000,- 395.000.000,- 100% Bidang Pajak Daerah
 15.43
 Peningkatan pelayanan publik bidang PBB dan BPHTB
 2.244.409.600,- 1.832.646.314,- 82%
 Bidang Pajak Daerah
 15.44 Pengembangan Pengelolaan Gaji
 99.635.000,- 83.526.292,- 84%
 Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah
 15.45 Bintek Peraturan Perundang-undangan
 1.680.000,- 1.500.000,- 89%
 Sekretariat
 16 Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
 16.6 Evaluasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 18.141.250,- 11.862.496,- 65%
 Bidang Anggaran
 19 Program Pengendalian Kerugian Daerah
 19.1
 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan TPTGR
 21.350.000,- 15.788.230,- 74%
 Bidang Akuntansi dan Pembiayaan
 21 Program Perencanaan pembangunan Daerah
 21.16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
 20.000.000,- 9.259.250,- 46% Sekretariat
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BAB IV
 PENUTUP
 1.1. Simpulan
 Pada tahun 2018, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali memiliki 1 (satu)
 sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
 Kinerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018, menunjukkan
 tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :
 1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik)
 2) Capaian 75% sampai 100% (Baik)
 3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup)
 4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang)
 Secara keseluruhan capaian kinerja 138 % (kategori Sangat Baik) dan mengalami
 peningkatan di banding capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja 100%.
 Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Rp
 42.971.224.000,- terealisasi Rp. 39.994.629.526,- dengan penyerapan sebesar 93% atau
 efisiensi sebesar 7%. Besar pembiayaan tahun 2017 sebesar Rp.47.733.446.000,- di banding
 tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4.7 %.
 1.2. Saran
 Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Keuangan
 Daerah Kabupaten Boyolali, fungsi Badan Keuangan Daerah melaksanakan urusan
 pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas
 pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, ada beberapa
 hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :
 a. meningkatkan rapat koordinasi secara berkala;
 b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja
 secara berkala;
 c. meningkatan pemenuhan sarana informasi kepada publik lewat media informasi online.
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